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BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN PER_UBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016;




Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republfik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor &, Tambahan Lembaran Ne-garé Republik‘ Indonesia Namor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor.......

4438); | z
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4878),
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentag Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemefintahan Daerah {Lembaran Negara Repubiik
[ndonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INdonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540)

‘Perafuran Pemérintah Nornoa; 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan i.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyélenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4503);

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.




23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja

Daerah Tahun Anggaran 2016;

24, Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;
25. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016. ) '

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan “Bélanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumiah Rp. 758.97-9.3b9.000,00 bertambah sejumlah Rp.
44.633.134.000,00 sehingga menjadi Rp. 803.612.443.000,00 dengan rincian sebagai beri kut:




: 1, Pondapatan
e a. Semula
P b. Bertambah/ (berkurang)
] Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja —-
' a. Semula
b. Berlambah/ (berkurang)

Jumiah Belanja setelah perubahan

Surplus/ Defisit

. 3 Pembiayaan
o a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumiah Pengeluaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setefah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Rp.
(Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

756.003.764.700,00
25.806.843.000,00)

758.979.309.000,00
44.633.134.000,00

4.975.545.000,00
72.939.977.000,00

2.000.000.000,00
2.500.000.000,00

Rp.

Rp.
(Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

730.196.921.000,00

803.612.443.000,00
73.415.5622.000,00)

77.915.522.000,00

4.500.000.000,00
73.416.522.00.0,00.



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tencantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci leblh lanjut dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasals

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebah lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahal
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
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ATAS
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NOMOR 20 TAHUN 2016
_ TENTANG
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KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

L UMuM

Penetapan Peraturan BUpati Buru Selatan ini dimaksud untuk memberikan landasan -hﬁkum bagi pelaksanaan penyelenggaraan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah tahun Anggaran 2016.




Pasal6
Peraturan Bupati Buru Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

; j;:' Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 01 Oktober 2016

BUPAT| BURU SELATAN,

g

TAGOP SUDARSONO SOULISA
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